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ABSTRAK
Reformasi hukum di Indonesia telah menjangkau sistem peradilan pidana untuk prajurit TNI, yang selama ini hanya mengandalkan peradilan militer. Ketentuan sistem peradilan ganda, yang melibatkan peradilan militer dan umum, muncul sebagai respons terhadap tuntutan reformasi hukum. Salah satu tuntutan utama adalah penerapan sistem peradilan umum terhadap prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum, sesuai dengan pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Meskipun demikian, secara de facto dan de jure, prajurit TNI yang terlibat tindak pidana masih tunduk pada peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, pandangan militer mengenai yurisdiksi peradilan, faktor penyebab ketidakefektifan peradilan umum, serta sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan prinsip Lex Spesialis Derogate Lex Generalis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas yurisdiksi antara peradilan militer dan umum menjadi tantangan utama. Meskipun kalangan militer cenderung mempertahankan peradilan militer, reformasi hukum semakin mendukung peradilan umum. Faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sementara ketidakharmonisan antara kedua undang-undang masih menjadi isu besar.
Kata Kunci : 	Reformasi hukum, Peradilan ganda, Yurisdiksi militer, Tindak pidana umum, Harmonisasi undang-undang

ABSTRACT
Legal reform in Indonesia has extended to the criminal justice system for Indonesian National Army (TNI) soldiers, which has traditionally relied solely on military courts. The dual justice system, involving both military and civil courts, emerged as a response to demands for legal reform. One of the main demands is the application of the civil court system to TNI soldiers involved in general criminal offenses, as stipulated in Article 3, paragraph (4), letter a of the MPR Decree No. VII/MPR/2000 and Article 65, paragraph (2) of Law No. 34 of 2004 on the TNI. However, de facto and de jure, TNI soldiers involved in criminal offenses still fall under military jurisdiction based on Law No. 31 of 1997.
This study aims to analyze the implementation of judicial jurisdiction over TNI soldiers committing criminal acts, military perspectives on judicial jurisdiction, factors contributing to the ineffectiveness of civil courts, and the synchronization between Law No. 31 of 1997 and Law No. 34 of 2004 in accordance with the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis. This research uses a normative legal approach with library research and qualitative data analysis.
The results of the study show that unclear jurisdictional boundaries between military and civil courts are the main challenge. While the military tends to maintain military courts, legal reform increasingly supports civil courts. Factors affecting the effectiveness of law enforcement include legal substance, legal structure, and legal culture, while the disharmony between the two laws remains a major issue.
Keywords: 	Legal reform, Dual justice system, Military jurisdiction, General criminal offenses, Law harmonization.

RINGKESAN
Reformasi hukum di Indonesia geus ngahontal sistem peradilan pidana keur prajurit TNI, anu salila ieu ngan ukur ngandelkeun peradilan militer. Ketentuan sistem peradilan ganda, anu ngalibatkeun peradilan militer jeung umum, muncul minangka réspon kana tuntutan reformasi hukum. Salah sahiji tuntutan utama nyaéta penerapan sistem peradilan umum keur prajurit TNI anu kalibet dina tindak pidana umum, sakumaha anu kasebut dina pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jeung pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ngeunaan TNI. Sanajan kitu, sacara de facto jeung de jure, prajurit TNI anu kalibet dina tindak pidana masih tunduk kana peradilan militer dumasar kana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
Panalungtikan ieu tujuanana pikeun nganalisis implementasi yurisdiksi peradilan keur prajurit TNI anu ngalakukeun tindak pidana, pandangan militer ngeunaan yurisdiksi peradilan, faktor penyebab ketidakefektifan peradilan umum, sarta sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 jeung Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 kalayan prinsip Lex Spesialis Derogate Lex Generalis. Panalungtikan ieu ngagunakeun pendekatan yuridis normatif kalayan studi kepustakaan jeung analisis data kualitatif.
Hasil panalungtikan nunjukkeun yén kabingunganna batas yurisdiksi antara peradilan militer jeung umum jadi tantangan utama. Sanajan kalangan militer condong ngajaga peradilan militer, reformasi hukum beuki ngadukung peradilan umum. Faktor anu mangaruhan efektivitas penegakan hukum ngawengku substansi hukum, struktur hukum, jeung budaya hukum, sedengkeun ketidakharmonisan antara dua undang-undang masih jadi masalah gedé.
Kata Kunci: Reformasi hukum, Peradilan ganda, Yurisdiksi militer, Tindak pidana umum, Harmonisasi undang-undang

PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc171599597]Sistem peradilan militer di Indonesia awalnya menjadi satu-satunya mekanisme hukum pidana bagi prajurit TNI, namun reformasi hukum yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI memperkenalkan sistem peradilan ganda, yang memisahkan pelanggaran hukum militer dan pidana umum. Meskipun sudah ada aturan, praktik di lapangan masih didominasi oleh peradilan militer, yang menyebabkan kevakuman hukum dan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, reformasi yang meliputi revisi UU TNI, UU Peradilan Militer, dan lainnya diperlukan untuk memastikan keadilan dan profesionalisme, termasuk memisahkan peran Ankum sebagai penyidik.
Peradilan militer yang dulu berada di bawah dua instansi, kini sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung untuk menjamin independensi. Meskipun prajurit TNI tetap diadili di peradilan militer untuk tindak pidana umum, reformasi hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memperjelas pemisahan antara tindak pidana umum dan militer.
Konsep negara hukum di Indonesia mengadopsi prinsip perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan supremasi hukum yang tercermin dalam UUD 1945. Namun, pelaksanaan prinsip ini masih menghadapi kendala seperti penegakan hukum yang tidak memadai, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan campur tangan politik. Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif agar supremasi hukum tercapai.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum, yang mencakup pembentukan, penerapan, dan administrasi peraturan untuk menjaga ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai aktor, termasuk polisi, pemerintah, dan masyarakat. Tiga aspek utama penegakan hukum adalah kepastian hukum, utilitas, dan keadilan, yang harus diterapkan secara konsisten dan adil.

METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari objek yang diteliti. Agar memenuhi syarat keilmuan, penelitian memerlukan metode penelitian, yaitu tata urutan pelaksanaan dalam mencari data untuk memahami objek yang diteliti, dan hasilnya akan dituangkan dalam laporan penelitian.
Metode penelitian deskriptif analisis berfungsi untuk menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data yang terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian ini fokus pada masalah yang ada saat penelitian dilaksanakan, dengan hasil yang dianalisis untuk kesimpulan. Penulis menggambarkan ketentuan yang berlaku di masyarakat secara kontekstual, meneliti keadaan hukum secara langsung di masyarakat, dan berhubungan dengan individu dalam masyarakat. Metode ini dapat dikatakan sebagai penegakan hukum sosio-kemanusiaan.
PEMBAHASAN
[bookmark: _Hlk180863352]Yurisdiksi Peradilan di Indonesia Sebagai Negara Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Mencapai Keadilan
Teori negara hukum menurut Aristoteles menekankan pada pentingnya keadilan sebagai inti dari negara hukum, di mana negara hanya dapat dianggap sebagai negara hukum jika keadilan telah tercapai. Konsep ini mengarah pada pandangan etis yang menganggap hukum sebagai suatu refleksi dari kesadaran etis masyarakat tentang yang adil dan tidak adil. Pandangan ini berbeda dengan teori kedaulatan negara, yang melihat negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sementara teori supremasi hukum menekankan bahwa hukum adalah sumber utama kekuasaan, lebih penting daripada kehendak negara itu sendiri.
Kepastian Hukum.
Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dengan menjamin penerapan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi. Hukum harus dirumuskan jelas untuk menghindari interpretasi keliru dan mudah dilaksanakan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum terkait dengan hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat. Jan M. Otto menambahkan bahwa kepastian hukum harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan aturan yang jelas dan konsisten. Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya agar hukum dijalankan dengan adil dan tanpa kontradiksi. Lon Fuller mengungkapkan delapan asas hukum, termasuk tidak adanya kontradiksi dan perubahan yang sering. Kepastian hukum juga melindungi dari kesewenangan hakim, seperti yang dikemukakan Apeldoorn.
Penegakan Hukum.
Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan harus ditegakkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tiga unsur utama dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Faktor hukum meliputi ketidakjelasan aturan, penegak hukum harus terampil dan komunikatif, sarana penegakan meliputi tenaga terampil, organisasi, peralatan, dan keuangan, masyarakat berperan melalui pemahaman hak dan kewajiban, dan kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai ketertiban dan rohaniah.
Yurisdiksi Peradilan di Indonesia Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana. 
1.	Tindak Pidana Militer.
Hukum pidana militer mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban militer, hanya berlaku untuk anggota militer. Terdiri dari hukum pidana militer materiil, yang mengatur tindakan terlarang, dan hukum pidana militer formil, yang mengatur prosedur peradilan militer. Tindak pidana militer terbagi menjadi dua kategori: 
1. Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militaire Delict): Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, seperti desersi, insubordinasi, dan meninggalkan pos penjagaan.
2. Tindak Pidana Militer Campuran (Zuiver Militaire Delict): Tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana umum namun diperberat karena konteks militer, seperti pemberontakan, mata-mata, dan pencurian perlengkapan militer.
Hukum pidana militer mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali diatur lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak pidana militer campuran diatur dalam KUHPM karena hukum pidana umum dianggap tidak adil bagi militer. 
Selain itu, tindak pidana umum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku bagi masyarakat umum, namun anggota militer yang melakukan tindak pidana umum tetap dapat diadili oleh pengadilan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
[bookmark: _Toc171599607]Yurisdiksi Peradilan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. 
Peradilan militer di Indonesia dimulai pada tahun 1950 dengan dasar Pasal 139 ayat (1) UUD Sementara dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950. Peradilan militer diakui oleh UU Nomor 14 tahun 1970 dan UU Nomor 31 tahun 1997. Mahkamah Agung membina dan mengawasi peradilan militer, sementara Panglima TNI mengatur administrasi dan organisasi.
1. 	Sistem Peradilan Militer: Menangani pelanggaran pidana militer oleh anggota TNI. Terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Peradilan Militer Pertempuran.
2. 	Sistem Peradilan Umum: Menangani perkara pidana dan perdata bagi masyarakat umum, diatur oleh UU No. 49 tahun 2009.
3. 	Sistem Peradilan Koneksitas: Mengatur perkara yang melibatkan lebih dari satu jenis peradilan, seperti antara peradilan militer dan umum, diatur oleh UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.
4. 	Kompetensi Absolut: Peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana militer dan sengketa tata usaha militer, berdasarkan status pelaku dan jenis perkara.
PENERAPAN YURISDIKSI PERADILAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN 
OLEH  TENTARA NASIONAL INDONESIA 
[bookmark: _Toc171599612]Hukum pidana militer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang mengatur peradilan militer dan kejahatan militer. Sistem peradilan militer mencakup Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung untuk kasasi. Hukum acara peradilan militer menggabungkan prinsip hukum pidana dan tata usaha negara dengan penyesuaian untuk kebutuhan militer. Tindak pidana militer dibagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran.
Peradilan militer mengikuti asas-asas hukum seperti lex superior, lex specialis, dan lex posteriori. Asas lex specialis mengutamakan peraturan khusus yang lebih spesifik, seperti hukum pidana militer yang hanya berlaku bagi anggota militer, meskipun mereka melanggar hukum umum. Reformasi hukum di Indonesia, terutama dalam hukum pidana militer, bertujuan untuk memperbaiki substansi, struktur, dan budaya hukum, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
Meski hukum militer memiliki karakteristik khusus, penerapan hukum tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum. Semua warga negara, termasuk anggota TNI, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Reformasi hukum berfokus pada penguatan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan integrasi sistem peradilan, dengan peraturan dan prosedur khusus bagi TNI.
Penundukan Prajurit TNI terhadap Kekuasaan Peradilan Umum terkait Pelanggaran Pidana Umum
Pembedaan tanggung jawab antara TNI dan Polri diatur dalam Keputusan MPR No. VII/MPR/2000 dan UU No. 34 Tahun 2004. Anggota TNI tunduk pada hukum militer untuk pelanggaran pidana militer dan hukum sipil untuk pelanggaran pidana sipil. Pengadilan militer hanya berwenang mengadili kasus pidana militer, sementara kasus pidana sipil dapat diproses di pengadilan sipil. Reformasi sistem hukum pidana militer perlu memperbarui elemen budaya dan hukum, dengan fokus pada keadilan dan pendidikan hukum militer. Kasus dengan kaitan sipil dan militer diatur dalam KUHAP, yang dapat diajukan ke pengadilan militer atau sipil.
Penanganan kasus pidana menghadapi kendala seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan yurisdiksi dalam kejahatan siber, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Sistem peradilan juga dibatasi oleh sumber daya dan kualitas hukum yang usang.
Sistem hukum di Belanda menggunakan pendekatan inkuisitorial dengan kodifikasi hukum, sementara Singapura mengadopsi sistem Common Law dengan preseden, dan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yang mengakomodasi hukum adat. Perbandingan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak lembaga yang menangani, sementara Singapura menggunakan CPIB dengan prosedur lebih sederhana.
Matrix Perbandingan Yurisdiksi Peradilan Militer Negara Lain dan Negara Indonesia
1. 	Amerika Serikat  
· Yurisdiksi Berdasarkan Subjek: Pengadilan militer mengadili anggota militer, penjahat perang, dan orang yang menyerang daerah berpenduduk atau melakukan pelanggaran terkait militer.
· Yurisdiksi Berdasarkan Perbuatan: Mengadili kejahatan militer menurut UCMJ dan hukum pidana lainnya.
· Yurisdiksi Pembarengan: Pengadilan militer dan umum bersama-sama mengadili perbuatan militer atau umum.
· Yurisdiksi Bersifat Internasional: Mengadili prajurit yang melakukan kejahatan di luar negeri sesuai dengan SOFA.
· Yurisdiksi Lokus Delikti: Mengadili kejahatan oleh militer AS di instalasi militer, negara lain, atau wilayah yang diduduki.
· Pengadilan militer berwenang mengadili prajurit dalam masa damai atau perang.
2. 	Indonesia  
Sistem peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer (berdasarkan UU No. 31/1997). Ini termasuk anggota yang dipersamakan dengan prajurit atau yang diadili berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman.
· Pidana Militer Indonesia dan Belanda:  
1. [bookmark: _GoBack]Dalam WVMS, pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, dan penahanan militer, sedangkan KUHPM mencakup pidana mati, penjara, tutupan, dan kurungan.  
2. Pidana mati dalam WVMS lebih terbatas penggunaannya dibandingkan dengan KUHP Belanda, yang telah menghapus pidana mati.
3. Pemahaman militer dalam WVMS menggantikan pidana kurungan yang dianggap tidak relevan lagi.
3. 	Norwegia  
Pengadilan umum mengadili pelanggaran umum oleh militer pada masa damai, dan pengadilan militer mengadili pelanggaran saat perang.
4. 	Kanada  
Pengadilan umum mengadili kejahatan pembunuhan dan penculikan oleh militer, sementara pengadilan militer mengadili pelanggaran lainnya oleh militer.

YURISDIKSI PERADILAN UMUM  BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK  PIDANA UMUM DALAM UPAYA MENCAPAI KEADILAN
Sistem peradilan militer mengatur anggota militer dan pelanggaran hukum militer. Prajurit TNI tunduk pada peradilan militer untuk pelanggaran hukum militer dan peradilan umum untuk tindak pidana umum (Pasal 65 Ayat (2) UU No. 34/2004). Pengadilan militer mengadili pelanggaran hukum militer, sedangkan pelanggaran hukum umum oleh prajurit TNI diadili oleh pengadilan umum. Praktik hukum sipil dan militer terpisah, seperti dalam kasus Basarnas yang diatur oleh kepolisian untuk kasus sipil dan Polisi Militer untuk kasus militer.
Tindak pidana militer adalah pelanggaran hukum militer, sementara tindak pidana umum adalah pelanggaran hukum pidana oleh anggota militer. Disiplin prajurit TNI diatur dalam UU Disiplin Prajurit TNI dengan sanksi administratif. Reformasi hukum militer sejak 1998 diperlukan untuk menyelaraskan dengan perkembangan hukum nasional.
Hukum pidana militer mengatur tindakan terlarang dalam konteks militer, dengan sanksi lebih berat untuk kejahatan militer. Peradilan militer mengacu pada UU No. 31 Tahun 1997 dan mengadili pelanggaran hukum oleh personel militer, dengan pengadilan terdiri dari Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Tinggi Militer. Asas dalam peradilan militer mengutamakan peraturan khusus (lex specialis) dibandingkan yang umum (lex superior dan lex posteriori). 
Reformasi hukum pidana militer bertujuan memperbarui hukum yang lebih adil, berbasis hak asasi manusia, dan meningkatkan integrasi sistem peradilan pidana tanpa melanggar prinsip kesetaraan di depan hukum.

Penundukan Prajurit TNI terhadap Kekuasaan Peradilan Umum terkait Pelanggaran Pidana Umum

Pembedaan tanggung jawab antara TNI dan Polri diatur dalam Keputusan MPR No. VII/MPR/2000 dan UU No. 34 Tahun 2004. TNI tunduk pada hukum militer untuk pelanggaran militer dan hukum sipil untuk pelanggaran sipil. UU No. 48 Tahun 2009 membatasi pengadilan militer hanya untuk pelanggaran militer. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa prajurit TNI juga bisa diajukan ke pengadilan sipil untuk pelanggaran pidana sipil. Pengadilan militer menangani pelanggaran oleh anggota TNI, sementara pelanggaran pidana sipil disidangkan di pengadilan sipil. Yurisdiksi pengadilan militer mencakup anggota TNI dan individu yang setara, dengan kasus yang melibatkan militer dan sipil disidangkan dalam sistem koneksitas. Polisi Militer bekerja sama dengan Kepolisian untuk menangani pelanggaran sipil oleh personel TNI. Pengadilan menentukan yurisdiksi berdasarkan jenis pelanggaran.
Pandangan Kalangan Militer Mengenai Konsepsi Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasioal Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana
1. 	Krijgsraad dan Hoog Militair Gerechtshof (HMGH)
· Krijgsraad berfungsi sebagai pengadilan utama di Hindia Belanda, menangani perkara pidana yang melibatkan tentara Hindia Belanda di wilayah seperti Batavia, Bandung, Semarang, dan Makassar.
· HMGH adalah pengadilan banding dan kasasi, menangani perkara lebih tinggi dan melibatkan panel hakim militer dan ahli hukum sipil.
· Pengadilan ini mengadili tindak pidana militer dan melibatkan tentara Belanda (KNIL) serta Angkatan Laut Belanda.
· Hukum militer di Indonesia berlaku sejak masa penjajahan Belanda, dengan peraturan yang mengatur yurisdiksi pengadilan militer.
2. 	Zee Krijgsraad
Pengadilan militer Angkatan Laut Belanda dipimpin oleh komandan tertinggi dan mengadili tindak pidana dengan hukuman lebih dari 15 tahun, dengan sidang dilakukan oleh panel perwira militer. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang melibatkan perwira tinggi Angkatan Laut. Dalam masa perang, militer memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili individu di wilayah yang dikuasai angkatan bersenjata. Hakim militer mengadili kejahatan dalam keadaan perang di daerah Hindia Belanda yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, termasuk tindak pidana yang melibatkan kepentingan Belanda. Setelah Kemerdekaan Indonesia, peradilan yang ada pada masa pendudukan Jepang tetap berlaku, namun peradilan militer baru dilaksanakan setelah pembentukan Pengadilan Angkatan Darat pada 8 Juni 1946, dengan regulasi kolonial Belanda tetap digunakan.
Periode 1946-1948  
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 yang mewajibkan pendirian pengadilan militer bersama pengadilan biasa, serta mengatur hukum acara pidana pengadilan militer. Pengadilan militer mengadili tindak pidana oleh tentara dan individu setara. Peraturan Darurat 1949 No. 46/MBKD/49 membentuk Pengadilan Tentara dan Sipil di Jawa dan Madura. Setelah kemerdekaan, peradilan militer diatur oleh UUD 1945.
Periode 1949-1950  
Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 memperkuat kekuasaan Yudisial Militer dan menghidupkan kembali Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 tentang organisasi dan yurisdiksi Pengadilan Militer.
Periode 1950-1959  
Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 menyatukan Pengadilan Militer dengan Pengadilan Sipil. Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 menguatkan sistem yudisial militer terpisah dan otonom.
Periode 1959-1966  
Keputusan Presiden 1959 mengembalikan UUD 1945 dan membentuk berbagai pengadilan yang berada di bawah otoritas Mahkamah Agung namun di bawah kontrol departemen masing-masing. Komandan Angkatan Bersenjata membentuk pengadilan sendiri.
Periode 1966-1970  
Revisi terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 dilakukan, dan dibentuk Pengadilan Khusus Mahkamah Militer Luar Biasa untuk menangani kasus keamanan nasional. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengatur prinsip dasar wewenang kehakiman dan menciptakan empat yurisdiksi hukum.
1. 	Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Militer  
Pengadilan Militer adalah badan peradilan yang mengadili prajurit TNI dalam kasus pidana militer. Pembentukannya disahkan oleh Panglima TNI, dan terdiri dari hakim ketua, dua hakim anggota, jaksa militer, dan panitera. Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) adalah pengadilan tertinggi dengan yurisdiksi nasional, mengawasi Pengadilan Tinggi Militer dan Pengadilan Militer lainnya. Pengadilan ini bertugas menegakkan hukum dan mengawasi profesionalisme prajurit TNI, serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.
2. 	Kewenangan dan Proses Hukum Militer  
Pengadilan Militer memiliki kewenangan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI berpangkat Kapten atau lebih rendah. Setelah penyidikan oleh pihak berwenang, jaksa militer (Ankum) memulai penuntutan. Polisi militer bertugas menjaga disiplin prajurit TNI dan membawa mereka ke proses hukum jika diperlukan. Persidangan dilakukan di luar wilayah hukum normal jika diperlukan untuk menegakkan hukum.
3. 	Komponen Peradilan Militer  
Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan ini menangani perkara pidana militer, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam pertempuran. Setiap tingkatan pengadilan memiliki yurisdiksi khusus, dengan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tertinggi yang menangani perselisihan yurisdiksi.
4. 	Tujuan dan Keunikan Peradilan Militer  
Peradilan Militer mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik tindak pidana militer maupun perdata. Keunikan sistem peradilan ini terletak pada peran TNI dalam mempertahankan negara dan penggunaan kekuatan militer. Pengadilan Militer berfungsi selama masa damai maupun perang, dengan pengawasan ketat terhadap perilaku prajurit dan penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan militer.
Secara keseluruhan, Pengadilan Militer merupakan sistem hukum yang mengkhususkan diri dalam menangani kasus pidana yang melibatkan prajurit TNI dengan struktur dan kewenangan yang terpisah dari peradilan umum.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16/PNPS/1963 tentang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub), saat ini terdapat lima pengaturan Peradilan Militer. Pengadilan Tempur Militer dan Mahmillub keduanya merupakan kerangka pengadilan, namun Mahmillub belum dibentuk. Pembentukan kedua pengadilan tersebut didasarkan pada terjadinya keadaan perang dan keadaan luar biasa, serta berkaitan dengan urusan kewenangan dan kekuasaan.
Pengadilan Militer menangani kasus pidana yang melibatkan prajurit. Ada dua jenis pengadilan: Pengadilan Militer untuk pangkat Kapten atau lebih rendah dan Pengadilan Darurat Militer untuk kasus yang melibatkan Mayor atau lebih tinggi. Pengadilan ini juga menangani sengketa administrasi militer dan perkara tingkat banding.
1. Pengadilan Militer Tipe A dan B dibedakan berdasarkan lokasi dan pimpinan. Tipe A dipimpin oleh Kolonel di provinsi dengan markas komando, sedangkan Tipe B dipimpin oleh Letnan Kolonel di provinsi tanpa markas komando.
2. Pengadilan Militer Primer menangani perkara yang telah diputuskan pengadilan tinggi militer, baik dalam tingkat awal maupun banding.
3. Pengadilan Militer dalam Konflik mengadili perkara pidana di medan perang dan dibentuk ad hoc sesuai kebutuhan.
4. Mahkamah Militer Agung (Mahmillub) menangani perkara yang ditetapkan presiden dan memiliki kewenangan untuk mempercepat proses penyelesaian.
5. Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) berwenang melakukan penyelidikan dan menangani masalah hukum prajurit bawahannya.
6. Papera (Perwira Penyerah Perkara) memiliki kewenangan untuk mengarahkan penyelidikan dan menentukan apakah suatu kasus harus diselesaikan di pengadilan militer atau tidak.
7. Polisi Militer memiliki wewenang untuk menyelidiki dan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan prajurit.
8. Oditur Militer berperan sebagai jaksa penuntut, mengawasi dan melakukan penyelidikan atas perkara yang melibatkan prajurit berpangkat Kapten atau lebih rendah.
9. Hakim bertugas di berbagai tingkat pengadilan militer, termasuk Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, dan Mahkamah Militer Agung, untuk menangani perkara pidana dan administrasi militer.
Pengadilan, khususnya hakim dalam sistem peradilan militer, memiliki kemandirian yang dijamin secara hukum, memungkinkan mereka menjalankan tugas tanpa campur tangan eksternal. Meskipun berada di bawah otoritas komandan militer, hakim tetap memiliki otonomi dalam memberikan putusan. Pemilihan dan pemberhentian hakim dilakukan oleh Presiden dengan saran dari Komandan dan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pengadilan militer bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung, namun tetap tunduk pada pengawasan yudisial dan petunjuk teknis dari Mahkamah Agung.
Pemasyarakatan Militer (Masmil) menekankan pentingnya patriotisme dan penghormatan terhadap Pancasila dan Saptamarga. Narapidana militer bertanggung jawab atas biaya makanan mereka, dengan pilihan menggunakan ransum organik atau uang makan pribadi. Subsistem dalam peradilan militer diatur oleh Panglima TNI, dengan Polisi Militer mengawasi subsistem lainnya yang dipimpin oleh Penasihat Hukum TNI.

KESIMPULAN
1. 	Implementasi Yurisdiksi Peradilan: Tindak pidana prajurit TNI yang melibatkan peradilan militer dan umum menciptakan tantangan hukum, karena ketidakjelasan batas yurisdiksi yang menimbulkan inkonsistensi dan potensi kerusakan integritas sistem peradilan. Ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 mengenai yurisdiksi menjadi salah satu sumber kebingungan.
2. 	Pandangan Militer: Militer cenderung mempertahankan peradilan militer, terutama untuk pelanggaran terkait kedinasan, namun seiring dengan tuntutan reformasi, semakin banyak pemangku kepentingan militer yang mendukung pemindahan yurisdiksi tindak pidana umum ke peradilan umum, khususnya jika kejadian tersebut di luar konteks kedinasan.
3. 	Ketidakharmonisan UU: Konflik antara UU Peradilan Militer dan UU Tentara Nasional Indonesia menciptakan masalah normatif yang memerlukan sinkronisasi. Prinsip *lex specialis derogate legi generalis* dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik ini dengan memberi prioritas pada aturan yang lebih spesifik.


SARAN
1. 	Revisi UU: Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang secara eksplisit mengatur batas yurisdiksi peradilan militer dan umum, serta mekanisme transisi yang jelas. Penguatan koordinasi antara institusi militer dan sipil juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hukum.
2. 	Peningkatan Kesadaran Militer: Penting untuk meningkatkan kesadaran internal di kalangan militer mengenai pentingnya reformasi sistem peradilan, termasuk harmonisasi hukum dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum, untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan adil.
3. 	Harmonisasi UU: Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 perlu dilakukan dengan menyesuaikan pasal-pasal yang membedakan yurisdiksi peradilan militer dan umum, memastikan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan di luar konteks kedinasan dialihkan ke peradilan umum.
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